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QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 42 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAI YANG MAHA KUASA

o

(%)

d.

BUPATI BIREUEN,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Dacrah. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
merupakan - jenis Retribusi Dacrah yang  pungutannya  menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota;
bahwa schubungan dengan hal tersebut diatas untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan
pembiayaan, perlu menetapkan Retribusi Pasar Grosir dan atau
Pertokoan scbagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);

-
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

Undang-undang Nomor 22 ‘Tahun 1999 tentang  Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara 3839);

Undang-undang  Nomor 25 Tahun 1999 tentang - Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan I.embaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tenlang Penyelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3893);
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0. Undang-undang  Nomor 48 Tahun 1999 lentang Pembentukan
Kabupaten Bircuen dan Kabupaten Simelue (Lembaran Negara

Fahan 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897);

7 Undang-undang Nomor 8 “Iahuan 2000 tentang, Perabahan Atas
Undang-undang. Nomor 18 Tahun 1999 lentang Pembentukan
Kabupaten Bircuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 75. Tambahan L.embaran Ne nra Nomor 3963);

8 Undang-undang: Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahan 1997 lentang Pagak Dacrah dan
Retribusi Dacrah (Iembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)

.

Y Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang. Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provingi Nanggroe

Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Nomor <134,

-

LO-Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 entang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(L.embaran Negara “Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan l.embaran

Negara Nomor 3238 ):
P Peraturan Pemerintal Nomor 25 Tahan 2000 tentang Kewenangan

Pemermtah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Dacrah Otonomi

(Lembaran Negara Tahan 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952):

L2 Peraturan Pemeringaly Nomor 66 “Fahun 2001 lentang Retribusi

Dacrah (Lembaran Negara Tahun 20001 Nomor LY, Tambahan

Lembaran Negara Nomor | | 39):

L3 Keputusan Presiden Nomor b Tahun 1999 lentang “T'eknik
Penyusunan Peratyran I’cruml:u|g-mulamgun dan Be

ntuk Rancangan
lJndung-umlung, Rancangan Per

aluran: Pemerintah dan Rancangan
Ieputusan Presiden (Lembaran Negara Tahan 1999 Nomar 70);

4. Peraturan Menteri Dulam Negeri Nomor 4 Tuhun 1997 lontung

Penyidik Pegawai Negeri Sipil i Lingkungan Pemerintah Dacrah;

15, Keputusan M
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IS Keputusan Mentert Dalam Negert Nomor 174 Tahan 1997 lentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Dacralh:

1o Keputusan Mentert Dalam Negert Nomor 175 Tahun 1997 lentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah,

7 Keputusan Menterr Dalam Negert Nomor 119 Tahun 1998 lentang
Ruang Tingkup dan Jenis-jenis Retribusi Dacrah Tmgkat 1 dan

Dacrah Tingkat 1.

IS Keputusan Mentert Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah Nomor 50
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisast dan Tata Kerja

Perangkat Dacrah Kabupaten/Kota:

19 Kepatusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 lentang
Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk  Tukum
Dacrah:

20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahan 2001 lentang
Bentk Produk-produk Hukum Daerah:

21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 lentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Dacrah;

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 lentang

Lembaran Dacrah dan Berita Dacrah:

23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.,

-
Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Q. .NUN  KABUPATEN BIREUEN TENTANG  RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal |
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Pemerintah Dacrah adalah Kepala Dacrah beserta Perangkat Dacrah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Dacrah;

o

Bupati adalah Bupati Bircuen;

S

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi

Dacrah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

g

Kas Daerah adalah Kas Dacrah Kabupaten Bireuen;

-

. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Dacrah dengan nama dan bentuk apapun, Persckutuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang
sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha
lainnya;

7. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis
barang termasuk  tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan
lasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan/disediakan oleh Pemerintah
Dacrah;

8. Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan
transaksi jual beli secara lelang;

9. Kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan
yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan
langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;

10.Retribusi- Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang discdiakan
Pemerintah Dacrah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan seklor swasta:

I'l.Retribusi Pasar Grosir dan atau Perlokoan yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar
grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak,
hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang
disediakan atau  disclenggarakan  oleh  Pemerintah Dacrah, tidak
termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Dacrah (PD) Pasar dan Pihak
Swasla;

I2.Whjib Retribusi adalah orang pribadi atau  badan yang menurul
Peraturan  Perundang-undangan Retribusi  Daerah diwajibkan untuk

melakukan pembayaran Retribusi:

13. Masa.....%
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13 Masa Retribusi adalah jangka wakiu lertentu yang merupakan batas
waktu  bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan  jusa pelayanan
fasilitas pasar

[4 Surat Pendalaran Objek Retribusi Dacrah yang sclanjutnya disingkal
SPAORDY adalah surqf yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan daty objek retribusi dan wajib Retribusi schagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang lerutang menurut Peraturan
l’crumiung-undung:m Retribusi Daerah:

I3, Surat Ketetapan Retribusi Dacrah untuk sclanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang;

¢

<

Sural Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar ‘Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDOKBY adalah  Sura Keputusan  yang
menentukan tambahan atas Jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

17. Surat Ketetapan  Retribusi Dacrah  Lebih Bayar, yang sclanjutnya
disingkat SKRDI3 adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
Kelebihan pembayaran retribusi karena Jumlah kredit retribusi Iebih

besar dari pady retribusi yany (erutane alau tidak scharusnya lerutang;
| yang 8

o=

Surat Tagihan Retribusi Dacrah yang sclanjutnya disingkat STRD

adalah  surat untuk melakukan tagihan retribys; dan atau sanksi

administrasi berupa bunga dan atay denda;

19.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atay terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi:

20. Pemeriksaan  adalah serangkaian  kegiatan untuk  mencari,

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam

rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribus;i Daerah

berd wsarkan Peraturan Pcrumiung-undungun Retribusi Dacrah:

9

LPenyidikan  tindak pidana i bidang  Retribysi Dacrah  adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri
Sipil  yang selanjutnya  disebut Penyidik, untuk  mencari serta
mengumpulkan buk(( yang dengan bukti iy membual terang tindak
pidana di bidang Retribusi Dacrah yang terjadi serta menemukan
lersangkanya,

BAB ...

Scanned by CamScanner



6

BAB 11
NAMA, OBJEX DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir
berbagai jenis barang, termasuk lempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi,

dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan.
Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau

pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

~s

*r
1. Pasar grosir berbagai jenis barang;

=

Tempat pelelangan ikan. ternak, hasil bumi;

o

Pertokoan:

d. Supermarket.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas
pasar dan atau pertokoan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pihak

Swasta dan Perusahaan Dacrah (PD) Pasar.
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan

lasilitas pasar dan atau pertokoan.
BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pasar dan atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa

Usaha.

“BAB 1V
CARA MENGUKUR TING KAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan Jangka waktu

penggunaan fasilitas pasar dan atau pertokoan. 7 ‘
RAR '
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BAB YV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penctapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan  atas tujuan untuk memperolch keuntungan yang layak
scbagaimana keuntungan yang pantas diterima olch pengusaha swasta

sejenis yang beroperasi secara elisien dan beroricntasi pada harga pasar.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
(D) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari

Kios/los, lokasi, luas kios/los dan Jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Wilayah

Daerah.

(3) Dalam _hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif
ditetapkan scbagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa,

yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
a. unsur biaya per satuan penyediaan Jasa.

b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan
(3) ditetapkan sebagai berikut:
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JENIS FASILITAS /

LOKASI LUAS TARIF
BANGUNAN
) ] 23 4
Pasar-pasar di | Pelataran / Tempat Pelelangan :
Kecamatan dalam | a. Hasil Bumi, I M2 | Rp. 500/ hari
Kabupaten b. Ternak :
Bireuen. - Lembu, Kerbau dan Kuda - Rp. 5.000 / ekor
- Kambing dan Biri-biri - Rp. 1.000/ ekor
¢. Ikan
- Setiap Keranjang - Rp. 1.000 / hari
- Setiap tong dari luar daerah - Rp. 3.000 / hari
- Setiap  tong dari  dalam - Rp. 3.000 / hari
) daerah
I
Pasar Kelas - | Pertokoan I M2 | Rp.6.000 / bulan
Basar Kelas—11 | Pertokoan I'M2 | Rp.3.500/ bulan
BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Dacrah tempal fasilitas pasar

dan atau pertokoan diberikan.

BAB VIl

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Masa Retribusi adalah Jangk

Pasal 10

ditetapkan oleh Bupati.

a waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau

Pasal ... ... /)(/
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Pasal 11

Saat Retribusi lerutang adalah pada saal ditetapkannya  SKRD  atay

dokumen lain yang dipersamakan,
BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD.

(2) SPdROD scbag;aimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau
kuasanya.

(3)Bentuk isi serta tata carg pengisian dan penyampaian  SPdORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)

ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atay dokumen

lain yang dipersamakan,

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data bary dan
atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan

penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka, dikeluarkan
SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan,

(2) Retribusi ... M
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(2) Retribwsi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XI1
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
(dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar

dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI1II
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas)

hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur

dengan keputusan Bupati.
BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera

setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh lempo pembayaran.

(2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari  setelah tanggal surat
teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus

melunasi retribusinya yang terutang,

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk.

BAB....[ T
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BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala

Dacerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan  keberatan atas ketetapan

retribusi, Wajib Retribusi  harus dapat membuktikan ketidakbenaran

ketetapan retribusi tersebu(.

(4) Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atay dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB diterbitkan, Kecuali apabila Wajib Retribusi tertenty dapat
menunjukkan bahwa Jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya,

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap scbagai surat Keberatan, schingga
tidak dipertimbangkan,

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewjiban membayar Retribusi dan

Pelaksanaan Penagihan Retribusi.
Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka wakiu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat keberatan diterima harus memberi keputusan keberatan yang

diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang
lerutang.

| (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkzn,

BAB ...
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M) Per P ' v aly ; ( [ i di
(2) Pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat,

(3) Bukti Penerimaan olch Pejabat Daerah atau bukti pengiriman  pos

tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat

Perintah Membayar K elebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, scbagaimana  dimaksud pada pasal 20 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah

bukuan juga berlakuy scbagai bukti pembayaran.
BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi,

(2) Pengurangan  keringanan dan  pembebasan  retribusi sebagaimana
dimaksud dalam yat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan

Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan

oleh Bupati,

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

(I)Hak untuk  melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana

(2) Kedaluarsa ... /f}ﬂ
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(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tertangguh apabila -
4. diterbitkan surat leguran ; alau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.
BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan kcu;xngan dacrah diancam pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi

yang terutang,
(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang retribus;.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat |(satu) adalah:

a. Mencrima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah agar keterangan atay laporan tersebut menjadi lengkap dan
Jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

¢. Meminta keterangan dan bahan buk(j dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. Melakukan ... M i
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¢ Melakukan pengeledahan  untuk mendapatkan  bahan  bukn
penyitaan terhadap barang bukt: tersebut-

£ Memmta bantuan tenaga ahlh dalam rangka pelaksanaan tugas

penyxdikan tindak pidana dibdang retribusi daerah;

Menyuruh berhents, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

‘empat pada saat pementksaan sedang berlangsung dan memeniksa

Nentitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

pada huruf'e:

I\htmuscsumtg)mtgtahimndmganﬁrdakpidamrmhsi

daerah;

L Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagal tersangka atay Saksi,

). Menghentikan penysdikan;

s

Melakukan tindokan kin yang periu untuk kelancaran penyidikan
Undak pdana dibedang netnbusi dacrah menurut hukum yang dapat
dipertangeung jawaban
(3) Penyadik schagaimana  dimaksud pada ayat (1) pada Pasal inj
membentahukan dunutainya  penyidikan  dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang Nomer 8 Tahun 1581 tentang Hukum
Acara Pidana. )

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun in;. sepanjang mengenai peraturan
pelaksanasnnya akan ditetapkan kebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Pada saat mulai berfaky Qanun i, maka Semua peraturan yang
benenlangn’dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaky lag1.
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Pasal 29
Qanun ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun

ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 30 November 2002 M
~==x__  25Ramadhan 1423 H

DRS. MUSTAFN'A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 2 Desember 2002 M
.47 Ramadhan 1423 H

SEKREAARIS DAERAH KABUPATEN,

sz! "\
) \

RS, HASANBASRI DJALIL
. Pesitbina Utama Muda
Nip. 010 071 923

EMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 47
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PENJELASAN
ATAS

- QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 42 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

PENJELASAN UMUM :

(]

(U]

Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Dacrah. maka untuk menwujudkan Otonomi Daerah
yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Dacrah diberikan
Kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli
Daerah.

Bahwa schubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta
untuk adanya ketertiban pengoperasian pasar grosir dan atau pertokoan dan

terhindar dari persaingan tidak sehat, dipandang perly menetapkan

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Pasar

Grosir dan atau Pertokoan, perlu diatur dalam suaty Qanun.

PENJELASAN PASAL DEM] PASAL :

Pasal |

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Y
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Pasal ¢

Cukup jelas
Pasal §

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal |1

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

N
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Pasal |8

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 2]
Cukup jelas,

Pasal 22

Cukup jelay
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

(‘ukup Jelas
Pasal 25

Cl.lkup Jclas

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

t/
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